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Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat, (08-01-2024), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. Dalam jabatan sebagai Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berkedudukan di Jalan Radin Inten II,
Nomor 3, RT005, RW014, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur 13440, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dwi Paksi Aprilyani. Dalam jabatan sebagai Branch Manager Kantor
Cabang Pembantu Malaka, yang berkedudukan di Jalan Teratai Putih
Raya, Nomor 8, RT008, RW006, Jakarta Timur dan oleh karena itu dalam
hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero)
perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan
Banda, Nomor 30, Bandung 40115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri -
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang
bertugas menyelenggarakan peradilan pada Tingkat Banding guna
menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat di bidang tertentu
sekaligus sebagai pembina dan pengawas jalannya peradilan di
lingkungan Peradilan Agama se wilayah DKI Jakarta;

(2) PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan
dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanﬁgal 20 Juni 1995

ﬂlah dibaca dan disetujui olgh:
ParafPihﬂPertama Paraf Pihpk Kedua

A o |

¥ S




(3)

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 9
tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisasi,
S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, bertujuan memberikan pelayanan jasa
pos bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia
dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan
kerjasama dalam rangka menunjang kegiatan operasional PIHAK
PERTAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK yang masing-masing
bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat,
menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain
dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat Tercatat dan
Produk Hukum Lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Selanjutnya disebut Perjanjian.

Dengan Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5065);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5403);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk
membuat Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling
memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
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PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan
program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik di seluruh Pengadilan Agama se wilayah DKI Jakarta.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan
kemudahan dan percepatan masyarakat dalam menerima pelayanan
publik pada seluruh Pengadilan Agama se wilayah DKI Jakarta.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Peningkatan Pelayanan Penyampaian Informasi kepada masyarakat
pencari keadilan dan mitra Pengadilan Agama se wilayah DKI
Jakarta;

b. PIHAK KEDUA menyediakan layanan pengiriman dokumen
pengadilan dan atau paket lainnya untuk memenuhi kebutuhan
PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK PERTAMA mendapatkan layanan Pengiriman Dokumen, dan
Barang dengan service Pos Nextday, Pos Reguler, Pos Sameday,
Pos Ekonomi untuk tujuan di dalam negeri, layanan Pickup Service
dan Reporting;

d. PIHAK PERTAMA mendapatkan layanan pokok sesuai dengan
atribut yang melekat pada produk layanan yang dimiliki oleh PIHAK
KEDUA namun tidak terbatas pada standar waktu penyerahan dan
jaminan ganti rugi;

e. PIHAK PERTAMA mendapatklan layanan lainnya dengan beban
biaya tertentu sepanjang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas
sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab;

(1)
(2)
(3)

Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman/MoU kepada jajaran
masing-masing;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota
Kesepahaman/MoU ini;

Menindaklanjuti hasil Nota Kesepahaman/MoU pada jajaran di wilayah
kerja masing-masing dalam bentuk Perjanjian Ifixja Sama (PKS).
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PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA
PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);

(2)  Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dalam ayat 1 oleh
PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta, sedangkan untuk daerah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
masing-masing;

(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dalam ayat 1 oleh
PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Branch Manager Kantor Cabang
Pembantu Malaka, yang berkedudukan di Jalan Teratai Putih Raya,
Nomor 8, RT008, RWQ006, Jakarta Timur dan untuk di daerah
dilaksanakan oleh Pejabat Pos daerah masing-masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama satu (1) tahun,
terhitung sejak penandatanganan tanggal, 8 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 2 Januari 2025, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang
sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan
ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan
diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan oleh PARA
PIHAK atas dasar kesepakatan bersama.
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PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan
Bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA PT.POS INDONESIA

KCP Malaka
Branch Manager,




Lampiran 1
DAFTAR PENGIRIMAN
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Lampiran 2

JENIS-JENIS BARANG LARANGAN DAN DANGEROUS GOODS

(Prohibited Items and Dangerous Goods)

(1) Jenis- jenis barang larangan yang dikirim melalui PIHAK KEDUA adalah
sebagai berikut:
(Prohibited items that can not delivered through FIRST PARTY are:)

a.

b.

Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya (Narcotics,
psychotropic drugs, and other illegal drugs).

Barang yang mudah meledak atau amunisi (Goods explosive or
ammunition).

Barang yang mudah terbakar (Flammable items).

Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku
cadangnya (Weapons, original or replica firearms including spare
parts).

Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan
(Perishable goods and can pollute the environment).

Barang yang melanggar kesusilaan (Goods that violate decency).
Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan
keselamatan orang, dapat mengotori dan merusak kiriman lain
(Goods and the packaging that can endanger the safety of people and
can contaminate and damage the other submissions).

Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (Live
animals, unless sent by official institutions).

Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit
(Perishable biological material and easily transmit the disease).

Uang, surat berharga, emas, perak, permata, perhiasan, dan barang
berharga lainnya (Money, securities, gold, silver, gems, jewelry, and
other valuables).

Barang palsu dan atau dipalsukan, banderol-banderol/stiker pajak
palsu (Counterfeit goods and or counterfeited, official price-tag of /
counterfeit tax sticken.

Barang yang dilarang masuk oleh negara tujuan sesuai dengan
peraturan negara setempat (Goods that forbidden to enter the country
of destination in accordance with local country laws).

Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan
yang bersifat menghasut, memfitnah, upaya sabotase terhadap pihak
tertentu atau pemerintah yang sah (Printed papers which not include
the publisher or writing seditious, defamatory, sabotage attempts
against a particular party or legitimate government).

Jasad manusia sebagian atau utuh (Human body partially or fully).
Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan

dinyatakan terlarang (Other goods that according to the legislation
outlawed).
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(2) Jenis- jenis Dangerous Goods
Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara
yaitu jenis barang yang tertera pada Dangerous Goods Regulation yang
diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA), yaitu
(Items that can not delivered through air transportation are items that
listed in Dangerous Goods Regulation that is published by Air Transport
Association (IATA) which are) :

a.
b.
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Benda / Bahan Peledak (Explosives).

Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas
beracun, dan gas tidak beracun).

(Gas (flammable and non flammable gas, Toxic and non toxic gas)).
Cairan mudah terbakar (Flammable liquid).

Benda padat yang mudah terbakar (Flammable solid).

Zat yang mudah terbakar secara spontan (Spontaneously
Combustible).

Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah (Dangerous When Wet)
Bahan oxidator (Oxidizer).

Peroksida organik (Organic peroxide).

Racun (Toxic).

Zat yang dapat menular (Infectious subtances).

Bahan radio aktif (Radioactive).

Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/karat (Corrosives).

m. Benda berbahaya lainnya (Misscleaneous dangerous go).
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